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Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sistem yang mencakup berbagai
aspek, termasuk kendaraan, pengguna jalan, serta regulasi yang mengatur
keselamatan dan kelayakan kendaraan. Uji berkala merupakan langkah penting
untuk memastikan keselamatan dan kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan
raya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri
Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor. Ketidakpatuhan ini menyebabkan kecelakaan fatal akibat kegagalan
teknis, seperti rem blong, yang merugikan banyak pihak. Meskipun sanksi
administratif telah diterapkan, efektivitasnya masih dipertanyakan karena banyak
pemilik kendaraan tetap mengabaikannya. Kurangnya kesadaran dan pengawasan
yang lemah juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap transportasi
umum. Penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi administratif terhadap
kendaraan yang tidak melakukan uji berkala di Kabupaten Blitar.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1)
Bagaimana pengawasan dan penerapan sanksi administratif dari Dinas
Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap kendaraan angkutan umum dan barang
yang tidak melaksanakan uji berkala? dan (2) Apa saja faktor yang menjadi
kendala dalam penerapan sanksi administratif serta bagaimana upaya Dinas
Perhubungan Kabupaten Blitar dalam mendorong kepatuhan terhadap uji
berkala?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pemilik
kendaraan angkutan umum dan barang, serta pejabat Dinas Perhubungan
Kabupaten Blitar. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan sanksi administratif dan
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik kendaraan terhadap
kewajiban uji berkala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penelitian menunjukkan bahwa

meskipun Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar telah melaksanakan tugas sesuai
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
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Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten
Blitar. Namun, pada tahun 2024, dari 6.692 kendaraan yang uji berkala, masih
ada 750 kendaraan yang tidak patuh. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh
rendahnya kesadaran pemilik, kendala ekonomi, jarak lokasi uji, dan keterbatasan
waktu. (2) Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 15 Tahun 2018,
kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala dipengaruhi oleh
faktor sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan. Rendahnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya uji berkala, biaya, waktu, dan ketakutan pemilik
kendaraan modifikasi menjadi hambatan utama. Dinas Perhubungan Kabupaten
Blitar merumuskan strategi untuk mengatasi kendala ini melalui peningkatan
sosialisasi, perbaikan sistem pelayanan, pengembangan aplikasi mobile, dan
layanan uji keliling guna meningkatkan kepatuhan dan mendukung terciptanya
lalu lintas yang aman.
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ABSTRACT
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Keywords : Administrative Sanctions, Periodic Testing, Public Transportation
Vehicles, Road Safety, Blitar Regency.

Road traffic and transportation is a system that covers various aspects,
including vehicles, road users, as well as regulations governing vehicle safety and
suitability. Periodic testing is an important step to ensure the safety and suitability
of vehicles operating on the highway, in accordance with the provisions regulated
in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Minister
of Transportation Regulation no. 19 of 2021 concerning Periodic Testing of Motor
Vehicles. This non-compliance causes fatal accidents due to technical failures,
such as brake failure, which is detrimental to many parties. Even though
administrative sanctions have been implemented, their effectiveness is still
questionable because many vehicle owners continue to ignore them. Lack of
awareness and weak supervision also impact public trust in public transportation.
This research focuses on the application of administrative sanctions to vehicles
that do not undergo regular testing in Blitar Regency.

This research focuses on two main problem formulations, namely: (1)
How is the supervision and application of administrative sanctions from the Blitar
Regency Transportation Service to public transportation vehicles and goods that
do not carry out periodic tests? and (2) What are the factors that become obstacles
in implementing administrative sanctions and what are the efforts of the Blitar
Regency Transportation Service to encourage compliance with periodic tests?

The research method used is empirical juridical with a qualitative
approach, which involves in-depth interviews with owners of public and goods
transport vehicles, as well as officials from the Blitar Regency Transportation
Service. The data obtained was analyzed descriptively to provide a clear picture
regarding the application of administrative sanctions and the factors that influence
vehicle owners' compliance with periodic testing obligations.

The results of the study show that: (1) The study shows that even though the Blitar
Regency Transportation Agency has carried out its duties in accordance with
Regent Regulation Number 15 of 2018 Procedures For Collecting Levy And
Technical Instructions For Implementing Motor Vehicle Testing In Blitar

XXi



Regency. However in 2024, out of 6,692 vehicles that undergo periodic testing,
there are still 750 vehicles that do not comply. This non-compliance is caused by
low awareness of owners, economic constraints, distance of test locations, and
time constraints. (2) Based on Blitar Regent Regulation Number 15 of 2018,
vehicle owners' compliance with the obligation to carry out periodic testing is
influenced by social, economic, technical, and institutional factors. Low public
awareness of the importance of periodic testing, costs, time, and fear of vehicle
owners modifying are the main obstacles. The Blitar Regency Transportation
Agency has formulated a strategy to overcome these obstacles by increasing
socialization, improving service systems, developing mobile applications, and
mobile testing services to increase compliance and support the creation of safe
traffic.
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